
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a   : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos. 

Jabatan  : CAMAT PASIRIAN 

Selanjutnya disebut pihak Pertama  

N a m a   : H.THORIQUL HAQ, M.ML. 

Jabatan  : BUPATI lUMAJANG 

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua  

 Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi 

 



2.2. Capaian Kinerja 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Realisa

si 

Capai

an 

(%) 

Keteranga
n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan , 
Fasilitasi dan 

Koordinasi 

Kecamatan 
Serta   

Akuntabilitas 

Keuangan dan 
Pemerintahan 

Desa 

Pemerintahan 
 

 

1. Persentase 

hasil 

Fasilitasi dan 
Koordinasi 

yang 

ditindak 
lanjuti. 

 

2. Persentase 
Desa yang 

menyusun 

Dokmen 
Administrasi 

Pemerintaha

n Desa Tepat 

Waktu. 
 

 

 

87 

 

 
 

 

 
 

 

82 

72,13 

 

 
 

 

 
 

 

70 

82,91 

 

 
 

 

 
 

 

85 

Baik 

 

 
 

 

 
 

 

Baik 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 

2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2022 

Atasan Langsung 
Bupati Lumajang 

 Camat Pasirian 

 

 
 

 

H.THORIQUL HAQ, M.ML. 

 

  

 
 

 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 
NIP. 19650618 201001 1 001 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a   : R. MOCHAMAD SUHARTONO,SE,MM. 

Jabatan  : SEKRETARIS KECAMATAN 

Selanjutnya disebut pihak Pertama  

N a m a   : TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 

Jabatan  : CAMAT PASIRIAN  

Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua  

 Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi 

 



2.2. Capaian Kinerja 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga
n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

1. Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

daerah 

 

 

 

 

2. Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

daerah 

 

 

 

 

3. Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

 

 

 

4. Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

1. Persentase 

fasilitasi 

dokumen 

Perencana

an, 

Pengangga

ran dan 

Evaluasi 

Kinerja 

 

2. Persentase 

fasilitasi 

Administra

si 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

 

3. Persentase 

Fasilitasi 

Administra

si Umum 

Perangkat 

Daerah 

 

4. Persentase 

fasilitasi 

penyediaa

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,67 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,67 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 



Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga
n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 

5. Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

n jasa 

penunjang 

operasiona

l kantor 

 

5. Persentase 

fasilitasi 

pemelihar

aan 

Barang 

Milik 

Daerah 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini 

dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2022 

Atasan Langsung 
Camat Pasirian 

 Sekretaris Kecamatan  

 

 
 

 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos. 
NIP. 19670916 198809 1 001 

  

 
 

 

R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. 
NIP. 19661227 199503 1 004 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a   : ASIKIN 

Jabatan  : KASI PMD 

Selanjutnya disebut pihak Pertama  

N a m a   : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos. 

Jabatan  : CAMAT PASIRIAN 

Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua  

 Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga

n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

1. Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Dalam 

Forum 

1. Jumlah 

desa yang 

terfasilitasi 

Musrenba

ng 

11 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 



Musyawarah 

Perencanaan 

Pembanguna

n di Desa 

 

2. Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

di Wilayah 

Kecamatan 

 

 

 

 

 

2. Jumlah 

kelompok 

masyaraka

t yang 

terbina 

 

 

 

 

 

11 

kelom

pok/ 

12 

bulan 

 

 

 

 

 

11 

kelompo

k / 6 

bulan 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Baik 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini 

dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2022 

Atasan Langsung 
Camat Pasirian 

 Kasi PMD 

 

 
 

 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 
NIP. 19670916 198809 1 001 

  

 
 

 

ASIKIN 
NIP. 1965031 199403 1 004 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a   : ALI MUKAROM, S.Ag., M.Pd 

Jabatan  : KASI Pelayanan Umum 

Selanjutnya disebut pihak Pertama  

N a m a   : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos. 

Jabatan  : CAMAT PASIRIAN 

Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua  

 Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi 

 



2.2. Capaian Kinerja 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga
n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terlaksananya  

Urusan  

Pemerintahan  

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

Persentase 

pemenuhan 

urusan 

pemerintahan 

yang 

dillimpahkan 

kepada Camat 

89% 100 100 Baik  

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini 

dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2022 

Atasan Langsung 
Camat Pasirian 

 Kasi Pelayanan Umum 

 

 
 

 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 
NIP. 19670916 198809 1 001 

  

 
 

 

ALI MUKAROM 
NIP. 19700612 200003 1 007 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a   : KOMET AHMAD MUJI B, S.Pd 

Jabatan  : KASI PEMERINTAHAN 

Selanjutnya disebut pihak Pertama  

N a m a   : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos. 

Jabatan  : CAMAT PASIRIAN 

Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua  

 Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga

n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

1. Pelaksanaan 

Tugas Forum 

Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan 

1. Jumlah 

fasilitasi 

tugas 

Forkopimc

am 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 



Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga
n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

 

2. Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa 

 

2. Jumlah 

desa 

terbina 

penyelengg

araan 

pemerinta

han desa 

 

11 

desa/

12 

bulan 

 

11 

desa/6 

bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini 

dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2022 

Atasan Langsung 
Camat Pasirian 

 Kasi Pemerintahan 

 

 
 

 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 
NIP. 19670916 198809 1 001 

  

 
 

 

KOMET AHMAD MUJI B, S.Pd 
NIP. 19691219 200604 1 004 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a   : AMIRUDDIN 

Jabatan  : Kasubag Umum dan Kepegawaian 

Selanjutnya disebut pihak Pertama  

N a m a   : R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. 

Jabatan  : SEKRETARIS KECAMATAN 

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua  

 Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga

n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

Fasilitasi 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

100% 74 74 Baik 



Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga
n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

fasilitasi 

penyediaan 

jasa 

penunjang 

operasional 

kantor 

100% 50 50 Baik  

Meningkatnya 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

fasilitasi 

pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

100% 64,29 64,29 Baik  

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini 

dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2022 

Atasan Langsung 

Sekretaris Kecamatan 

 Kasubag Umum dan Kepegawaian 

 

 

 
 

R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. 

NIP. 19661227 199503 1 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a   : MUHLIS SURYA BUANA, S.STP. 

Jabatan  : Kasubag Keuangan 

Selanjutnya disebut pihak Pertama  

N a m a   : R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. 

Jabatan  : SEKRETARIS KECAMATAN 

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua  

 Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Tabel Capaian Kinerja 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga

n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

daerah 

Persentase 

fasilitasi 

dokumen 

Perencanaan, 

Penganggara

n dan 

Evaluasi 

100% 50 50 Baik  



Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga
n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Kinerja 

Meningkatnya 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

daerah 

Persentase 

fasilitasi 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

100% 66,67 66,67 Baik  

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini 

dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai 

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2022 

Atasan Langsung 

Sekretaris Kecamatan 

 Kasubag Keuangan 

 

 

 
 

R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE,.MM. 

NIP. 19661227 199503 1 004 

  

 

 
 

MUHLIS SURYA BUANA, S.STP. 

NIP. 19940625 201708 1 003 

 

 

 

 


